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PERY AT AAN KEAS LIAN 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 





Syariah I Muamalah 
Perspektif Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ganti 
Rugi Atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak 
Lumpur Lapindo di Desa Jati Rejo Kecamatan 
Porong Kabupaten Sidoarjo 
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah 
basil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbemya. 
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ABSTRAK. 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Perspektif 
Hokum Islm terhadap Ketentuan Ganti Rugi atas Harta Wakaf yang Terkena 
Dampak Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo". 
Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan di antaranya adalah: (I) Bagaimana 
ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa 
Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana pandangan hokum 
islam terhadap ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak Lumpur 
Lapindo di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. 
Penulis memperoleh data dengan cara interview (wawancara), serta 
rnempelajari dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan masalah di atas. 
Selanjutnya data yang di peroleh di analisis dengan menggunakan metode deskriptif 
verifikatif.. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, berdasarkan Nota 
Kesepakatan yang telah di buat oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga 
Pondok pesantren Abil Hasan Asy syadili, yang isinya berupa ketent uan ganti rugi 
tanah wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo, sekarang sudah mendapatkan 
ganti rugi berupa tanah 4 ha dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan 
yang letaknya di Desa Anggaswangi, Sidoarjo. yaitu Pondok pesantren Abil Hasan 
Asy syadili (putra dan putri), sekolah MI Ma' arif, Masjid Abil Hasan Asy syadili dan 
rumah Gus Maksum. Sedangkan ke lima harta benda wakaf yang lainnya, 
diantaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al 
Munawarah, Mushalla RahmacL Mushalla At-Taqwa, pemberian ganti rugi menjadi 
tanggung jawab pemerintah, karena ke lima benda wakaf tersebut merupakan 
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ketentuan ganti ruginya berdasarkan pada 
Peraturan Badan Perta_nahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 20.07 dan 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 
41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kedua, Menurut Pandangan hukum Islam ketentuan 
tersebut telah sesuai karena adanya kesepakatan dan unsur kerelaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan, selain itu besarnya harta wakafyang di terima oleh naf/zir 
baik berupa uang atau relokasi tanah ~.ama-sama di betulkan dalam Islam. Hal itu 
dimaksudkan agar harta wakaf tetap eksis dan tetap mamberikan manfaat bagi 
ketentuan umum, sehingga harta wakaf yang di wakatkan oleh wakif tidak menjadi 
sia-sia dan wakif mendapatkan pahala yang terus mengalir dari hart a wakafnya. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya PT Minarak Lapindo dan 
pihak-pihak yang terkait hendaknya menyelesaikan permasalahan ketentuan ganti 
rugi sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. 
Kedua,dengan adanya penggantian harta benda wakaf baik berupa uang maupun 
relokasi tanah, diharapkan mampu memberikan kontribusi terus dapat diambil 
manfaatnya sesuai dengan tujuan dan peruntukan harta wakaf, sehingga wakif dapat 
menerima pahalanya secara terus menerus. 
IV 
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A. Latar Belakang Masalah 
Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab waqafa yang 
berarti menahan, berhenti, atau diam ditempat. Sedangkan wakaf menurut 
istilah adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, 
yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya dijalan Allah.1 
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakat: 
dalam Pasal 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukmn wakaf \Ult uk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hart.a benda miliknya wituk 
dirnanfaatkan selamanya atau \llltuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya ibadah dan/atau kesejahteraan umwn menurut syarrah.2 
Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai 
perbuatan hukum ses~orang atau kelompok orang atau badan hukwn yang 
memisahkan sebagaian dari benda miliknya dan melembagakannya tmt uk 
selama-lamanya g\llla kepentingan ibadah atau keperluan ummn lainnya 
sesuai dengan ajaran Islam 
Berdasarkan dua definisi diatas, terdapat dua poin penting dalam 
. . 
praktik wakaf itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah 
milik wakif secara penuh, artinya harta benda yang akan diwakafkan 
1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz //l(Beirut: Daar al-Kutub, 1990) 406. 
2 Departemen Agama Kanwil Jatim, Undang-Undang No. 41 Ta/Jun 2004 Tentsng Wakaf dsn 
Peratursn Pemenntah No. 42 Tahun 2006 Tentang pe/aksanaannya (Surabaya: T entu, 2007) 3. 
1 
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2 
bukanlah harta sewa ataupWl pcrkongsian atau juga yang lainnya. Yang 
kedua, harta benda yang akn diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran 
lslam.3 
Keberadaan wakaf di Indonesia, berasal dari Hukum Islam yang 
diberlakukan sebagai hukwn nasional. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Talnm 1977 tentang wakaf Tanah Milik 
yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
wakaf diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 TahWl 2006 tentang 
perwakafan Tanah Milik merupakan Hukum Islam yang menjadi hukum 
positif di Indonesia. Demikian pula dengan pasal-pasal yang diterapkan 
dilndonesia berlandaskan al-Qur' an dan S wmah Rasul serta kaidah-kaidah 
yang dipetik dari nash syari'ah. 
Pennasalahan yang sering mllllcul yaitu kmangnya kesadaran waqif 
terhadap sertifikasi wakaf, sehingga wakaf yang dilakukan oleh waqif 
cendenmg tidak mempunyai kekuat~ hukum dalam penerapannya. Manakala 
ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan sulit untuk mengurus 
harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas 
dan proporsional sejalan dengan tuntutan hukum modem, dimana bukti-bukti 
autentik merupakan kebutuhan yang tidak bias dihindari, demi tercapainya 
tujuan wakaf itu sendiri.4 Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru dalam 
perkembangan H ukum terkini, yakni dengan adanya penambahan yang 
3 TIM REDAK.SI Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 115. 
4 Sahal Mahfudh, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 125. 
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3 
bcrsifat yuridis administratif, meskipun dalam pandangan fiqih klasik belwn 
dibicarakan tentang sertifikasi tanah wakaf. ltu semua dimaksudkan lllltuk 
meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan 
wakaf itu sendiri. 
Bencana Lmnpur Lapindo mula-mula terjadi sekitar pertengahan 
tahtm 2006, yakni tanggal 27 Mei 2006, pekerja PT. Minarak Lapindo yang 
bennaksud melakukan pengeboran minyak tanpa diduga melakukan 
kesalahan yang beruj\lllg pada bencana Lwnpur tersebut.5 
Aparat Desa Jatirejo pada awalnya sudah memberitahukan kepada 
pemerintah ketika Lwnpur yang keluar baru sedildt. Karena di samping 
mereka takut akan terjadi bencana, bau Lwnpur it u sendiri sangat menyengat 
sehingga mengganggu aktifitas mereka sehari-hari. Akan tetapi 
pemberitahuan mereka tidak ditanggapi serius pihak pemerintah. Sehingga 
penanggulangan yang lamban oleh pihak pemerintah membuat Lwnpur yang 
semestinya bisa dihentikan sejak semula malah meluber kemana-mana, 
bahkan cendenmg tidak bisa dihentikan sampai sekarang. 
Dampak dari melubemya Lwnpur tersebut tentulah sangat besar, 
disamping telah menelan beberapa desa, Lumpur juga mematikan 
infrastruktur desa dan juga pemerintahan, seperti jalan raya yang menjadi 
satu-satwiya akses jalur antara Surabaya-Sidoarjo dan juga Malang, jalan tol, 
serta perekonomian masyarakat sekitar, seperti sawah, pasar, toko maupllll 
s Vina Ramith~ ''Ganti Rugi Korban Lapindo Sudah Yang Terbaik .. , dalam 
http://hotmudflow.wordpress.com/2009/03/06/ganti-rugi-korban-Lapindo-sudab-yang-terbaik 
diakses 24 Mei 2011. 
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wanmg-wanmg yang mereka dirikan, tidak terkecuali harta wakafyang telah 
diwakafkan oleh wakif, baik yang berupa musholla, masjid, madrasah 
ataupun yang lainnya. Sehingga harta wakaf yang telah diwakafkan oleh 
wakif menjadi terbengkalai akibat Lwnpur tersebut. 
Korban Lwnpur Lapindo yang berada di areal terdampak memmtut 
pemerintah segera menyelesaikan proses ganti rugi aset mereka berupa 
bangunan serta tanah. Masalah ganti rugi, dan berapa nilai ganti rugi sudah 
diatur secarajelas dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.6 
Berdasarkan data tanah wakafKUA Kecamatan Porong Tahtm 2007 
di Desa Jatirejo terdapat beberapa harta wakaf yang terkena musibah luapan 
Lwnpur Lapin:do. Di antaranya adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al 
Hidayah, Mushalla Al Mtmawarah, Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa, 
Sekolah MI Ma'arif dan Pondok Pesantren Abil Hasan Asy Syadili.7 
Namtm, pennasalahan yang muncul yaitu harta benda wakaf yang 
terkena dampak luapan Lumpur Lapindo tersebut ada yang belurn memiliki 
sertifikat tanah seperti Mushalla Al Mtmawarah, Mushalla Rahmad, Mushalla 
At-Taqwa. Kurangnya kesadaran wakif terhadap sertifikasi, sehingga wakaf 
yang dilakukan oleh wakif cendertmg tidak memptmyai kekuatan hukwn 
dalam penerapannya. Manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, 
maka akan sulit Wltuk mengurus harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, 
6 Eko Widianto, "Korban Lapindo Tidak Pemah Lelah Menuntut Haknya.. dalam 
http://www.tempointerakti(com/hg/surabaya/2011/04/15/br~201 l0415-327759,id.html. Diakses 
24 Mei 2011 
7 M. Nuriba~ Wawancara dengan Kepala KU~ KUA Sidoarjo, 5 mei 2011, pukul 09.00-10.00 
WIB 
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5 
yang tidak bisa dihindari, demi tercapainya tujuan wakaf itu sendiri.8 
Adapun mekanisme penggantian harta benda wakaf yang 
terbengkalai akibat bencana Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Porong 
Sidoarjo adalah pembayaran awal (uang muka) 20%, sedangkan 80% sisa 
akan dibayar di kemudian waktu. Proses tersebut dirasa proses yang sangat 
relevan, karena proses pembayaran uang muka 20% di awal dan 80% 
pembayaran sisa kemudian waktu memptmyai kekuatan hukum yang dapat 
dipertanggtmg jawabkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Skema Pembayaran Ganti Rugi.9 
Dalarn kasus ini, penggantian yang dimaksud adalah penggantian 
harta wakaf yang bagaimana selayaknya diterima oleh nadzir, apa 
penggantian dengan' sejumlah uang atau dengan relokasi tanah. Mengingat 
harta wakaf yang berada di desa Jatirejo keseluruhan adalah barta tidak 
bergerak berupa tanah. 
Penggantian tersebut juga barus sesuai dengan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) artinya penggantian yang diterima nadzir baik itu penggantian 
berupa uang atau penggantian berupa relokasi tanah itu harus sesuai dengan 
nilai jual objek pajak yang berlaku pada saat itu, dan yang menentukan 
adanya nilai jual objek pajak adalah Menteri Pertahanan. Dalam Surat 
8 Askor, Wawancara dengan Nadir, Sidoarjo, 24 mei 2011 , pukul 21.00-22.00 WIB. 
9 Mustofa, Wawancara Dengan Nadir, Sidoarjo, 5 mei 2011 , pukul 18.00-19.00 WIB. 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
















digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
6 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Blll11i Dan Bangunan Tahun 2002 harga 
Nilai Objek Pajak Bmni di Desa Jatirejo adalah 48.000 rupiah per meter, 
sedangkan Nilai Objek Bangman harganya 225.000 rupiah per meter. 
Namun, berdasarkan rapat antara warga Desa Jatirejo dengan Andi 
Darussalam selaku peiwakilan dari PT Minarak Lapindo, mereka akan 
mengganti dengan harga yang lebih tinggi dari nilai NJOP yang ada di Desa 
Jatirejo senilai Rp 1.500.000 per meter. Hal ini dikarenakan ada Wlsur nilai 
kemanusiaan ganti rugi korban Lwnpur Lapindo.10 
Berangkat dari pokok masalah di atas, maka perlu diteliti secara 
mendalam tentang penggantian hart a benda wakaf yang dituntut oleh nadzir, 
apakah nadzir rneminta ganti rugi berupa tanah yang nantinya akan 
dibangwikan bangunan semisal dengan harta wakaf semula yang dikehendai 
wakif, atau berupa uang yang nantinya dibelanjakan sesuai tujuan wakaf 
semula. Oleh karena itu, mtuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, 
masalah ini diteliti melalui skripsi dengan judul "~erspektif Hukwn Islam 
terhadap Ketentuan Ganti Rugi Atas Harta Wakaf yang Terkena Dampak 
Lwnpur Lapindi di Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjon. 
B. Identiftkasi Masalah 
Dari uraian latar belakang tersebut, maka masalah-masalah yang 
akan dibahas dalam melakukan studi penelitian ini adalah: 
10 Askor, Wawancara dengan Nadir, Sidoarjo, 24 Mei 2011, pukul 21.00-22.00 WIB. 
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I. PeIWakafan di Desa Jatirejo yang terkena lumpur Lapindo 
2. Implikasi bagi kehidupan masyarakat; 
3. Faktor yang melatarbelakangi ganti rugi alas harta benda wakaf; dan 
4. Mekanisme ganti rugi harta benda wakaf di Desa Jatirejo yang terkena 
dampak Lumpur Lapindo 
C. Batasan Masalah 
Agar dalam penulisan terarah dan fokus, maka penulis cukup 
membatasi masalah pada dua pokok masalah yang menjadi inti dalam 
penulisan skripsi ini, yait u: 
I. Ketentuan ganti rugi harta wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo 
di Desa Jatirejo Kee. Porong Kab. Sidoarjo; dan 
2. Pandangan hukwn Islam terhadap ketentuan ganti rugi hart a wakaf yang 
terkena dampak lmnpur Lapindo di Desa Jatirejo Kee. Porong Kab. 
Sidoarjo 
D. RlDDusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang diatas, agar kajian ini lebih 
terarah, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yait u: 
l. Bagaimana ketentuan ganti rugi hart a wakaf yang terkena dampak lumpur 
Lapindo di Desa Jatirejo Kee. Porong. Kab. Sidoarjo? 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
















digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
8 
2. Bagaimana pandangan hukwn Islam terhadap ketent uan ganti rugi hart a 
wakaf yang terkena dampak lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kee. 
Porong. Kah. Sidoarjo 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada kajian ini pada dasamya adalah mtuk 
mendapatkan gambaran hub\Dlgan topik yang akan diteliti dengan penelitian 
sejenis yang pemah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan 
tidak ada pengulangan materi secara mutlak. 
Setelah menelusuri berhagai tulisan dan penelitian, penulis pemah 
~emhaca skripsi yang ditulis oleh: 
l. Nur Faridhatllll Sholihah yang herjudul" Perspektif Islam tentang Ganti 
Rugi Hasil Panen sawah Akihat Luapan Lumpur Panas PT. Lapindo 
Brantas di Keluarahan Siring Kee. Porong Sidoarjo". 
2. Ahtnad Ta~iyuddin yang berjudur'Konsinyusi Ganti RugiPengadaan 
· Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umlllll 
Menurut Perpres No 65 Tahun 2006 Diam PerspektifBay' Al-mukrah 
Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan memhahasa tentang 
ketentuan ganti rugi yang akan diterima oleh nadzir nantinya ketika 
menerima ganti rugi dari pengelola Lapindo di Desa jatirejo Kee. Porong 
Kah. Sidoarjo, yang mana karena kecerohohan mereka menyebabkan 
rusaknya harta henda wakaf mereka, haik ganti rugi berupa uang maupWl 
relokasi tanah. Tentwtya penelitian penulis ini herbeda dengan penelitian 
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terdahulu, perbedaan itu terletak pada pembahasan skripsi, yaitu ganti rugi 
harta benda wakaf apa dengan ganti rugi berupa uang atau tanah. 
Persamaannya hanyat terletak pada esensinya saja, yakni perwakafan. 
F. Tujuan Penelltian 
Mengacu pada rwnusan masalah diatas, maka tinjauan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Memahami ketent uan ganti rugi at as hart a wakaf yang terkena dampak 
Llllllpur Lapindo di Desa Jatirejo Kee. Porong Kah. Sidoarjo. 
2. Memahami pandangan hukwn Islam temadap ketentuan ganti rugi atas 
harta wakaf yang terkena damp~k Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Kee. 
Porong Kah. Sidoarjo. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Sebagaimana wnmnnya suat u karya ilmiah yang memiliki nilai 
guna, penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-
kurangnya: 
1. Aspek keilmuan (teoretis), yakni menambah wawasan pengetahuan bagi 
peneliti secara pribadi dan menjadi wacana pemikiran yang nantinya 
dapat dijadikan sebagai acuan bagi praktisi hukwn, kbususnya Hukum 
Islam. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah 
sekaligus bahan penelitian tentang ganti rugi atas harta wakaf. 
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2. Aspek terapan (empiris), yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya 
ganti rugi harta wakaf serta pertimbangan hukwnnya menurut Hukwn 
Islam yang pemah terjadi di Desa jatireojo Kee. Porong Kah. Sidoarjo. 
H. Deftnisi Operasional 
Untuk rnengetahui rnakna sebanamya dari judul diatas, maka ada 
baiknya kalau penulis mencoba wttuk mengetahui definisi operasionalnya 
terlebih dahulu. 
Adapun definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah sebagai 
berilrut: 
1. Pandangan Hukum Islam, ketentuan-ketentuan hukmn yang dih~ilkan 
dari Al-Qur'an dan Hadis oleh para mujtahid yang berhubtmgan dengan 
persoalan ketentuan ganti rugi. 
2. Ganti Rugi Tanah Wakaf upaya mengganti suatu benda dengan benda 
lainnya karena adanya suat u akibat. Dal am hal ini yang dimaksud dengan 
ganti rugi adalah harta tanah wakaf diganti dengan uang dan ganti rugi 
tersebut terjadi diwilayah desa Jatirejo Kee, Porong Kabupaten Sidoarjo. 
I. Metode Penelitian 
I. Data yang Dihimpun 
Karena penelitian ini bersifat deslaiptif kualitatif, dimana 
pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti lebih diutamakan 
yang kemudian dianalisis dengan memakai metode verifikatif 
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(pembuktian kebcnaran) sehingga mencmukan jawaban dari rwnusan 
masalah yang adda, maka keberadaan data merupakan hal yang pokok dan 
tidak bisa dikesampingkan unt uk menunjang kaya ilmiah ini. 
a. Data yang melatarbelakangi adanya ganti rugi atas harta wakaf di 
Desa Jatirejo Kee. Porong Kah. Sidoarjo. 
b. Data tentang proses ketentuan ganti rugi atas harta wakaf di Desa 
Jatirejo Kee. Porong Kah. Sidoarjo. 
c. Data Hukwn Islam terhadap ketentuan ganti rugi atas harta wakaf di 
Desa Jatirejo Kee. Porong Kah. Sidoarjo. 
2. S wnber Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berswnber dari data 
primer dan data sekwtder. Data primer adalah data yang bersifat utama 
dan penting yang memllllgkinkan untuk mendapatkan sejwnlah informasi 
yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. 11 Dalam hal ini, peneliti 
mencari swnber data secara langsung melalui informasi dari nadzir, dan 
juga masyarakat setempat dengan cara wawancara dan observasi. 
Adapun data sekunder adalah data yang bersifat menunjang tmtuk 
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data 
primer. Data seklUlder tersebut diperoleh dari artikel, leterat ur, dan juga 
buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini. 
11 Bambang Sungono, (Metodologi PeneUtian Hukum) l 3. 
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3. Teknik Pengwnpulan Data 
Teknik pengwnpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti 
tmtuk mengmnpulkan data yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti 
menggwiakan wawancara, observasi dan juga kajian pustaka, dengan 
mengkaji segala literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. 
a) Wawancara 
Wawancara atau kuesioner lisan adalah pengwnpulan infonnasi 
dengan cara mengajukan sejwnlah pertanyaan secara lisan untulc 
dijawab secara lisan pula.12 
b) Dokumentasi 
Adapun teknik data yang digtmakn dalam penelitian ini yang berupa 
dokwnentasi yaitu cara mengwnpulkan data melalui peninggalan data 
tertulis, seperti buku-buku tentang pendapat, dalil-dalll huktnn dan 
lain-lain yang berhubtmgan dengan masalah penelitian. 13 
4. Teknik Pengolahan Data 
Data-data yang diperoleh dari basil penggalian terhadap swnber-
swnber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebgai berikut : 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diproleh 
dengan mernilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 
12 Margono, Met ode Penelitian Pendidikan ( ) 165 
13 Moh. Nadzir, Metode Pene/itian 0181 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
















digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
13 
yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, 
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan pennasalahan. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyustm data sedemikian rupa 
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 
nnnusan masalah. 
c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 
hasil pengorganisasian data yang menggllllakan teori dan dalil-
dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan. 
5. Metode Analisa Data 
Dalam menganalisa data, peneliti menggllllakan beberapa metode, 
yaitu: 
b. Metode Deskriptif-Analisis, yaitu melukiskan fakta-fakta secara 
sistematis kemudian dilakukan analisa terhadapfakta-fakta tersebut. 
Dengan metode ini, peneliti berusaha memaparkan faka-fakta yang 
berkaitan dengan ketentuan ganti rugi alas harta wakaf yang terkena 
dampak Lwnpur Lapindo di Desa Jatirejo Kee. Porong Kab. Sidoarjo 
kemudian menganalisa fakta yang ada sehingga dapat ditemukan 
kebenarannya menurut Hukum Islam. 
c. Metode Verifikatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan 
dengan tujuan wituk mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. 
Dengan metode ini, peneliti berusaha membuktikan adanya ketentuan 
ganti rugi atas harta wakaf yang terkena dampak Lmnpur Lapindo 
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kemudian mengkomparasikan fakta yang ada dengan Hukum Islam, 
sehingga dapat ditemukan kesesuaian dan kebenarannya menurut 
Hukwn Islam. 
J. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam 
lima bab, yaitu: 
Bab Pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global 
tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal 
Wltuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang 
masalah, rwnusan masalah, Jcajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab Dua, merupakan landasan teori tentang dasar-dasar wnwn 
wakaf, dasar-dasar wnm tersebut meliputi, . pengertian wakaf, rukun dan 
syarat wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan serta perubahan harta benda 
wakaf. 
Bab Tiga, merupsksn pemaparan fakta, yaitu pemebahasan 
mengenai hasil riset. Dalam bab ini akan dibahas tentang denah lokasi serta 
seting tempat kejadian, perwakafan di Desa Jatirejo, serta Lwnpur Lapindo 
dan implkikasinya bagi kehidupan masyarakat. 
Bab Empat, merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini, 
yakni membahas tentang faktor yang melatar belakangi ketentuan ganti rugi 
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atas harta wakaf, baik ganti rugi bcrupa uang ataupun relokasi tanah, proses 
ganti rugi harta wakaf serta pandangan Hukmn Islam tentang ketentuan ganti 
rugi hart a wakaf itu sendiri. 
Bab Lima, memuat kesimpulan serta saran yang menyangkut 
dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. 
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BAB II 
KONSEP GANTI RUGI DALAM ISLAM 
1. Pengertian ganti rugi dalam islam 
Menururt Asmuni dalam tulisannya, Teori Ganti Rugi (l)anian) 
Perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara gamblang sebagai berikut: 1 
"Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal 
sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas · 
tersebut para ulama merwnuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan 
dengan <;lamin atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak 
menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab 
perdata, dan juga masuliyah al-jina'iyah untuk sebutan tanggung jawab 
pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-
Qurafi dan al-'Iz lbn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk 
sebutan ganti rugi perdata (t;lamin), dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi 
pidana ('uqubah diyat, arusy dan lain-lain). Walaupun dalam 
perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering 
menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari 
1 Asmuni A. Rahmad, /Jmu Fiqb 3, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktoret Jendral 
Bimbingan masyarakat Islam, 2oo7), 120. 
16 
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karya-karya tentang hukum Barat. f?aman dapat terjadi karena penyimpangan 
terhadap akad dan disebut rfaman al-aqdi, dan dapat pula terjadi akibat 
pelanggran yang disebut rjamin 'udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi 
unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada korban. 
Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan 
yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk di 
dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas 
maupun kuantitas sepadan dengan darar yang diderita pihak korban, 
walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat 
dilakukan sesuai dengat kondisi pelaku". 
Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti-rugi dalam 
hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak 
debitur dan pihak kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya 
dibebankan pada pihak debit ur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak 
deditur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti 
rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang 
dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan 
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ingkar janji at au ingkar akad dengan debit ur. Tanggung jawab akad memiliki 
t iga unsur pokok: 2 
1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan. 
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kerditor 
3. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat 
dengan) perbuatan ingkar janji debitur. 
Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep 
ganti-rugi dibedakan menjadi dua: 
1. IJanian akad (</anian al'aqad), Y.aitu tanggung jawab perdata untuk 
memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. 
2. !Jamin udwan (t;laman al'udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk 
memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-
fl'/ adh-dharr) atau &lam istilah hukum perdata indonesia disebut 
dengan perbuatan melawan hukum. 
Pengertia_~ <faman dalam khazanah hukum Islam cukup bervariatif, 
sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni3. bahwa kata <faman memiliki makna 
yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. 
Secara bahasa <;/aman diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. 
2 Syamsul Anwar, Hukum Perjaojiao Syari'ah: Studi Tentaog Tori Akad dalam Fi/db 
Muamalat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143. 
3 Asmuni A. Rahmad, I/mu Fiqb 3, 125. 
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Sementara secara i~tilifJl mengut up dari Asmuni. adalah tanggungan 
seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, 
maupun perasaan seperti pencemaran nama baik. 
Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan 
yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam. Sebagaimana diuraikan oleh 
Asmuni dalam tulisannya bahwa definisi <faman akan mencakup makna-
makna sebagai berikut: 4 
a) Obyek wajib <Janin terletak pada zimmah (perjanjian). Kewajiban <Janian 
tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh :pihak 
yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan 
(mutadirrarj berhak mengadukan mutasabbib (penyebab kerugian) ke 
pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban 
yang bersifat moral atau keagamaan, syari' hanya mendorong untuk 
memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan 
khitab al-targib yang meliputi makriihat dan rpandubal. Zimmah menurut 
bahasa adalah al- 'ahdu (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha' zimmah 
adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi 
unt uk menerima hak at au melakukan kewajiban. Ahlu zimmah adalah 
4 Ibid, 127. 
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mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka 
memili ki hak dan kewajiban. 
b) Kewajiban at as dasar <faman berbeda dengan kewajiban at as dasar 
'uqubah, baik pada karakter maupun tujuannya. J)aman ditetapkan untuk 
melindungi hak-hak individu. Sedangkan 'uqubah ditetapkan karena 
adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada 
<faman bertujuan untuk mengganti atau menutupi (al-jabru) kerugian pada 
korban. Sementara 'uqubah ditetapkan untuk menghtikum pelaku 
kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (al- zajru). 
Jadi tujuan yang berorientasi pada al-jabru disebut <faman. Sedangkan 
tujuan yang berorientasi pada al-zajru disebut 'uqubah. 
c) Sebab-sebab r;Jaman adalah adanya unsur ta 'addi, yaitu melakukan 
perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban memirut hukwn. 
Ta 'addi dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang 
semestinya harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (al-muda)' 
tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang al-ajir (buruh 
upahan, orang sewaan) dangan al-must a 'jir (penyewa) sama-sama tidak 
komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. Ta 'addi juga dapat 
terjadi karena melanggar hukum syariah (mukhalafatu ahkfim syari'ah) 
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seperti pada kasus perusakan barang( a/-illaf), perampasan (al-gasb), 
maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (al-ihmfil). 
d) Ta 'addi yang mewajibkan f/aman benar-benar menimbulkan darar 
(kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada f/aman, 
karena secara faktual tidak ada darar yang harus digantirugikan. Itulah 
sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain 
tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak wajib memberikan f/aman. 
Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya 
mewajibkan <faman seperti al-gasbu (perampasan). Menurut jumhur 
ulama, pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang selama 
berada dalam penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini 
berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus 
perampasan. Kerugian atau darar juga akan dialarni oleh orang-orang 
yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan 
secara ilegal menurut fuqaha' Hanabilah. Pendapat ini memperkuat 
kaidah bahwa al-dharar syarthun Jiwujubi f/aman (kerugian adalah syarat 
terhadap keharusan ganti rugi). 
e) Antara ta'addi (pelanggaran) dengan darar (kerugian) harus memiliki 
hubungan kausalitas. Artinya, darar dapat dinisbatkan kepada pelaku 
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pelanggaran secara langsung. Jika darar dinisbatkan kepada sebab-sebab 
lain, bukan perbuatan pelaku (muta 'addi) sendiri, maka <faman tidak 
dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung 
jawab atas akibat perbuatan orang lain. Kaidah syariah mengenai masalah 
ini adalah: 
• 0 ~ 0 f-~ ...l>f .l>.\j:! 'J ~ <.S _r=-f J]J 0 J]\J JJ 'J 
f) Darar harus bersifat umwn sesuai dengan kemnwnan hadis Nabi: laa 
dharara wa laa dhirara (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan 
orang lain). Tingkat_ darar diukur berdasarkan 'urf (kebiasaan) yang 
berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: yajibu hamlu al-lafzi 'ala 
ma'nahu al-muhaddad fi as-syar'i in wujida, wa ilia wajaba hamluhu 'ala 
ma 'nahu al- 'urfi (suat u keharusan membawa kata kepada maknanya yang 
definitif secara syara' jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka 
dialihkan kepada makna definitif berdasarkan 'urf). Karena syari' tidak 
. menetapkan makna darar, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun 
kuantitas, mengacu pada 'ur£ Dengan demikian, darar yang diganti rugi 
berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak 
yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan 'urf yang 
berlaku di tengah masyarakat. 
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g) Kualitas dan kuant it as t;laman harus seimbang dengan darar. Hal ini 
sejalan dengan filosofi t;laman, yaitu untuk mengganti dan menutupi 
kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar 
menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai 
sanksi, walau hanya bersifat konvensional. 
Ganti rugi (ta.widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan 
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari 
ketentuan akad clan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi 
(ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami 
(fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan 
akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity 
loss atau al-furshah al-dha-i' ah). Ganti rugi (ta~widh) hanya boleh dikenakan 
pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, 
istishna' serta murabahah dan ijarah. 5 
Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama 
berkenaan dengan ganti rugi dalam Islam adalah sebagai berikut:6 
5 http://www.halalguide.info/content/view/i84/154. 
6 http://www.Syariahnomics.net/gantirugi-ta'wid,html. 
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a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni juz IV, bahwa penundaan 
pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian ( dharar) dan 
karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan: 
"Jik orang berhutang ( debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika 
pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan 
perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo 
hutang temyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, 
perjalanan untuk berhaj i di mana debitur masih dalam perjalanan haj i 
sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah--
maka kreditur boleh melarangnya melakukari perjalanan. Hal ini karena ia 
(kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan 
(memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, ·apabila debitur 
menunjuk penjamin atau menyerahkari jaminan ( qadai) yang cukup untuk 
membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh m~lakukan 
perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat 
dihindarkan." 
b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, dalam Nazariyah al-Dhaman menyatakan 
bahwa 
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"Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 
pelanggaran atau kekeliruan" 
"Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: 
(a) menutup kerugian dalam bentuk bem:la (dharar, bahaya), seperti 
memperbaiki dinding. 
(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula 
selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan 
menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakuka~ maka 
wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan 
uang" 
Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang 
belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut 
ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti ( dimintakan ganti 
rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret 
serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaatkannya" 
c. Pendapat 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, Mafahim Asasiyyah fi al-
Bunuk al-Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma'had al-' Alami li-al-Fikr al-Islami, 
inenyatakan bahwa: 
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"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu 
didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan 
pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan 
pembayaran tersebut." 
Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip 
oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, Hulan al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-
Islami, al-Qahirah: al-Ma'had al 'Alami li-al-Fikr al-Islami, adalah: 
"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah clan kerugian itu 
tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas 
debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan 
manfaaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama 
dengan ghashab; karena itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, 
yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang 
di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia 
pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak. 
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2. Dasar Hukum Ganti Ganti Rugi Dalam Islam 
a. Al-Qur' an 
Artinya: Hai orang-orang yang bedman, penuhilah aqad-aqad itu 
Diha/a/kan bagimu binatang temak, kecua/i y ang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demildan itu) dengan tidak 
mengha/a/kan berburu ketika kamu sedang mengeijakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 




Artinya: tidak boleh merugikan did sendid dan merugikan orang Jain). 
c. Kaidah Fiqh 
Artinya: " kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi 
d. Perundang-Undangan 
Dibidang pertanahan yang mengatur tentang bentuk ganti rugi adalah 
Pasal 13 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yaitu :6 
a. Uang. 
b. Tanah pengganti. 
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an d1111 teljemahnya .. ., 275 
6 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tent1111g Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana1111 Pembang unan 
Untuk Kepentiogan Umll111 
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c. Pemukiman kembali 
Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Pasal 13 
perubahan menjadi : 7 
d. Gabungan dari dual lebih bentuk kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b, c 
e. Bentuk lain disetujui oleh pihak bersangkutan 
Sedangkan dalam hal dasar penetapan ganti rugi diatur dalam Pasal 
15 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, yaitu ;8 
a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarya dengan memperhatikan 
Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan 47 
Penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh 
Panitia; 
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung 
jawab di bidang bangunan; 
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat da~rah yang bertanggung 
jawab di bidang pertanian. 
7 Peraturao Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No.36 Tal11m 2005. 
8 Ibid, 
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3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Dalam Islam 
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti 
rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi 
(r/aman}, yaitu:9 
a) Tidak melaksanakannya akad 
b) Alfa dalam melaksanakan akad, yakni apabila akad yang sudah tercipta 
secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, 
atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), 
maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena 
kesengajaanya untuk tidakl melaksanakan akad, atau kesalahan karena 
kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan at-ta 'addi, yakni 
suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan. tidak 
diizinkan oleh syarak. 
Menurut Asmuni Mth 10 dalam artikelnya menjelaskan: "Seseorang 
tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: al-
i'tida' dan al-darfir. Al-i'tida' adalah melampaui batas yang menurut para 
fuqaha' mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui 
9 Syamsul Anwar, Hukum Perjaojiao Syari'ab: Studi Tentaog Tori Akad da/am Fi/dh Muama/at, 149. 
10 Asmuni A. Rahmad, Dow Fiqh 3, 127. 
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hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun sebab-
sebab <faman ada tiga, yaitu aqad, yad, dan itlfif. J)aman pada aqad dapat 
terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan 
eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan 
keadaan dan situasi (al-'urf atau al-'idah) yang berlaku. Sedangkan 
wadh 'u al-yad dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu al-yad 
mu'tamanah maupun bukan mu'tamanah. Yad al-mu'tamanah seperti yad 
al-wadi' clan al-mudhfirib, al-'8mil al-musiqi, al-ajir al-khis, al-washi 'ala 
mil al-yatim, hakim dan al-qadhi 'ala sunduq al-aitim, dan lain-lain. 
Mereka ini jika melakukan ta 'addi (personal abuse case) at au taqshir 
dibebani/dikenakan ganti rugi. Namun jika tidak ada unsur ta 'addi at au 
taqshirtidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong al-aydi 
al-aminah (tangan-tangan amanah). Adapun al-yad gairu al-mu'tamanah 
yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik 
seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti al-yad al-
bi'i' terhadap barang yang dijual sebelwn serah terima, atau al-musytan' 
setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau 
semisalnya jika melakukan ta 'addi terhadap syarat-syarat yang sudah 
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ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib 
memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di 
tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana 
alam dan lainnya. Adapun al-itlifmenjadi sebab ganti rugi baik langsung 
maupun hanya sebagai penyebab. /t/fifbiasanya diartilcan mendisfungsikan 
barang. al-/t/if dibagi dua yaitu al-itlaf al-mubasyir(perusak.an langsung), 
dan al-itlaf bi al-tasabbub (perusakan tidak langsung)". 
Ketent uan um um yang berlaku pada gant i rugi dapat berupa: 
(a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti 
memperbaiki dinding. 
(b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti 
semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang 
dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit 
di.lakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama 
(sejenis) atau dengan uang. 11 
Sementara itu, hilangnya keunt ungan dan terjadinya kerugian yang 
belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut 
11 Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-l)ama.n, (Damsyiq: Dar al-Filer, 1998). 93 
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12 Ibid, 96 
"I') 
·'-
ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti 
rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret 
serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaatkannya. 12 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
















digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
BAB ID 
DESKRIPSI PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF DI DESA JATIREJO 
PORONG SIDOARJO 
A. Sekilas Desa Jatirejo 
1. Keadaan Geografi 
Desa Jatirejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Porong kabupaten 
Sidoarjo, terletak di bagian timur dan barat Kecamatan Porong dipisahkan 
oleh jalan raya Surabaya - Malang. Desa Jatirejo berbatasan dengan: 
Tabel 3.1 
Batas Wilayah Desa Jatirejo 
Batas Desa I Kelurahao Kecamatan 
Sebelah ut ara Kedungbendo T anggulangin 
Sebelah selatan Besuki Jabon 
Sebelah barat Gedang Porong 
Sebelah timur Renokenongo Porong 
• Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatirejo, Januari 2011 
Jadi, Desa Jatirejo disamping perbatasan dengan beberapa kelurahan 
atau desa, juga berbatasan dengan herbagai kecamatan, yaitu kecamatan 
Jabon dan juga Tanggulangin, yang mana kedua kedua kecamatan tersebut 
juga merupakan lokasi bencana lumpur lapindo. 
33 
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Adapun desa Jatirejo ini mempunyai luas 195,40 ha. Yang tcrbagi 
menjadi beberapa kegunaan. 
Tabel 3.2 
Luas Wilayah Desa Jatirejo 
No. Kegunaan Luas (Ha) 
1 Pemukiman 26,049 
2 Persawahan 140,851 
3 Perkebunan -
4 Kuburan 0,539 




8 Prasarana umum lainnya -
Total 195,40 
• S umber: Dokumentasi Daftar Isian Potensi Desa Jatirejo, Januari 2011 
Dari data tebe1 diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kegunaan 
wilayah paling besar digunakan untuk persawahan, yakni sebesar 75%~ 
kemudian pekarangan sebesar 14%, pemukiman sebesar 10%dan kuburan 
1%. 
B. Lumpur Lapindo dan lmplikasinya bagi Masyarakat 
Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian 
se1atan Kebupaten Sidoarjo,sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. 
Kecamatan ~ni berbatasan dengan Gempol, Pasuruan kecamatan Gempol 
Kabupaten Pasuruan disebelah selatan. 
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Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-
1 (BJP-1) yang merupakan sumur eksploitasi gas milik Lapindo Brantas sebagai 
operator blok brantas.69 Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan panas tersebut 
diduga diakibatkan aktifitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas 
disumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas punya dua teori soal asal semburan. 
Pertama, semburan lumpur berhubungan dnegan kegiatan pengeboran. Kedua, 
semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu 
yang belum diketahui. Namun bahasan tulisan lebih banyak yang condong 
kejadian itu adalah akibat pengeboran. 
Lokasi atersebut merupakan kawasan pemukiman dan disekitamya 
meruapkan salah satu kawasan industry utama Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi 
semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya - Malang dan 
Surabaya - Pasuruan - Banyuwangi (jalur Pantura Timur) serta jalur kereta api 
lintas timur Surabaya - Malang dan Surabaya - Pasuruan - Banyuwanyi 
Indonesia. 
Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo 
adalah peristiwa menyembumya lumpur panas di lokasi pengeboran PT. Lapindo 
Brantas Di desa jatirejo, Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 
sejak tanggal 27 Mei 2006, bersamaan dengan gempa kekuatan 5,9 SR yang 
69Ferdinan, 3 Ta.l11m Semburan Lumpur La.pindo, Bagllimana Nasibmu? Diakses pada tanggal 05 Juni 
2011. HTTP:/ /News. Okezone.com/read/2009/05/29/ l /224136/ l /3-tah un-semburan-lumpur-lapindo-
bagaimana-nasibmu/2009. 
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melanda Yogyakarta. Sempuran lumpur panas selama beberapa tahun ini 
menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan industry di tiga 
kecamatan dii sekitarnya, yakni kecamatan Porong, kecamatan tanggulangin dan 
kecamatanJabon, serta mempengaruhi aktifitas perekonomian di Jawa Timur. 
Terlepas dari adanya gempa bumi yang telah mengguncang Yogyakarta, 
Lumpur Lapindo disebabkan karena telah terjadi kesalahan teknis pada waktu 
pengeboran tanah, entah karena kelalaian pekerja PT. Lapindo Brantas atau 
memang kurang mendukung sarana pengeboran atau alat yang dipakai untuk 
mengebor. · 
Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, 
diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. 
Namun deinikian, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-
waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenanginya lumpur pada 
permukiman 4i dekat tanggul. Di samping itu, ada upaya lain yang dicoba 
setelah dalam beberapa tahun terakhir lumpur lapindo tidak kunjung bisa 
diselesaikan adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 324 hektar, 
dengan mengungsikan 12.000 warga dan juga membuang lumpur ke kali porong 
at au kali brantas. 70 
70 Arif, Mengupas Tuntas Tragedi Lapindo Brantas, Bahas Lumpur Panas Sidoarjo, Diakses pada 
tanggal 05 JWli 2011. 
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Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi 
masayarakat sekitar maupun bagi aktifitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai 
Mei 2009, PT. Lapindo melalui PT. Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan 
uang baik untuk menggganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul 
sebesar Rp. 6 triliun. 71 
Lumpur menggenangi dua belas dari tiga kecamatan. Semula hanya 
menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat 
dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya area pertanian. 
Luapan lumpm ini juga menggenangi sarana pendidikan dan markas koramil 
porong. Hingga saat ini, Luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa I 
kelmahan di kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga 
yang dievakuasii sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. 
Karena tak kurang 10.426 unit rwnah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah 
terendam lumpur. 72 
Semburan lumpur Lapindo tentunya membawa kerugian yang sangat 
besar bagi kehidupan masyarakat, baik yang terkena genangan lumpur Lapindo 
ataupun tidak, disamping it14 pemerintahan juga mengalami kerugian yang sama 
pula, kerugian tersebut bisa bersifat materil dan immaterial, secara umum 
kerugian tersebut adalah: 
71 Mohammad Ade Maulidin, Lapindo brBDtas Didesak SelesaikBD LumplU Lapindo 
72 Yusuf Wibisono, Tragedi Lumpiu Lapindo, Diakses pada tanggal 05 Juni 2011, . 
HTTP://agorsiloku. wordpress.com/2006/ l O/ l l/tragedi-limpur-lapindo/2009. 
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1. Laban tebu seluas 25,61 Ha di Jatirejo, Renokenongo dan kedungcangkring. 
2. Laban padi seluas 172,39 Ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, 
Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon. 
3. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan akatifitas produksi 
dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang 
terkena dampak lwnpur ini 
4. Empat kantor pemerintah juga tidak berfungsi dan para pegawai juga 
terancam tidak bekerja 
5. Tidak berfungsi sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, seria 
rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon) 
6. Rwnah I tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak 
sebanyak 1.683 unit. Rinciannya : tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 
480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 
sekolah negeri), kantor 2(kantor korami dan kelurahan Jatirejo), pabrik 15,. 
masjid dan musholla 15 unit. 
7. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi termasuk areal 
persawahan. 
8. Akibat amblesnya permukaan tanah disekitar semburan lumpur, pipa air 
milik PDAM Surabaya patah. 
9. Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan 
lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam. 
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I 0. Dit ut upnya ruas jalan tol Surabaya - Gem pol hingga wakt u yang t idak 
ditentukan dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternative, yaitu 
melalui Sidoarjo - Mojosari - Porong dan jalur Waru - Toi - Porong. 
11. Tak kurang 600 hektar lahan terendam. 
12. Sumber SUTET milik PT. Perusahaan Listrik Negara PLN dan seluruh 
jaringan telepon dan listrik diempat desa serta satu jembatan dijalan raya 
Porong tak dapat difungsikan. Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan 
terganggunya jalur transportasii Surabaya-Malang dan Surabaya-
Banyuwangi serta kota-kota lain dibagian timur pulau Jawa ini berakibat 
pula terhadap aktifitas produksi dikawasan Ngoro kabupaten Mojokerto dan 
kota Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama 
di Jawa Timur. 73 
C. Perwakafan di Desa Jatirejo 
1) Penggunaan Harta Benda Wakaf 
Secara garis besar, hart a wakaf yang diwakafkan oleh wiqif di Desa 
jat irejo merupakan hart a benda tak bergerak berupa tanah, yang mana hampir 
keseluruhan harta wakaf tersebut digunakan untuk tempat ibadah, yang 
berupa musholla dan masjid, sedangkan yang lain digunakan unt uk tern pat 
belajar berupa pondok pesantren. 
73 Muhammad taufik, Cicil8.ll G8.llti Rugi Korb8.ll Lumpiu Lapiodo Mo/or 
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Jumlah dan Penggunaan Tanah Wakaf Secara Um um 
Desa Jatirejo 
Penggunaan Jumlah 
Masjid l buah 
Musholla 4buah 
Madrasah I bush 
Pondok pesantren I buah 
Sarana lain -
• Sumber: Dokumentasi KUA Porong 2007 
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Itu menunjukakan bahwa harta benda wakaf yang diwakaflcan oleh 
waqif keseluruhan untuk tempat ibadah, abik berupa masjid ataupun 
musholla. Bahkan hampir dari keseluruhan harta benda wakaf yang ada 
semuanya digunakna untuk musholla~ dan hanya sebagian kecil saja 
dipergunakan untuk masji~ dan pondok pesantren. 













Madras ah I 
Pondok pesantren I 
Sarana lain -
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Dari sekian banyak harta benda wakaf yang ada di Desa jatirejo, 
hampir kesemuanya telah bersertifikat wakaf, dan hanya minoritas saja yang 
bel um at au tidak memiliki sertifikat wakaf. 
3) Hart a benda Wakaf yang Terkena Musibah Lumpur Lapindo 
Tabel 3.10 
Harta benda Wakafyang Terkena Musibah Lumpur Lapindo 
Di Desa Jatirejo 
Wiqif NiZir Luas Penggunaan Nama m2 
Musto fa Mustofa 545,S Masjid Bait ur Rahman 
Aschur Aschur 168 musholla Al-Munawaroh 
Abd. Rohim Abd. Rohim 355 Musholla Rahm ad 
Prayit imron Prayit imron 566 Musholla At-taqwa 
Abil hasan Abil hasan 1055 Madras ah Abil hasan asy-
asy- syadili asy- syadili syadili 
Abil hasan asy Abil hasan 4963 Pondok Abil hasan asy-
syadili asy- syadili pesantren syadili 








Dari data yang diperoleh dari KUA Porong, peneliti dapat kcterangan 
bahwa harta benda wakaf yang pemah diwakafkan oleh wiqif memang 
terkena musibah lumpur Lapindo, yang mana itu berakibat pada 
terbengkalainya hart a wakaf mereka. 
Namun dalam kasus ini, harta wakaf yang terjadi di Desa jatirejo 
tidak dapat memberikan manfaat lagi, lebih-lebih harta wakaf tersebut ikut 
punah karena ditimbulkan bencana lumpur Lapindo. Dengan kata lain, harta 
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wakaf terse but pcrl u adanya suat u penggant ian sebagai suat u kompensasi 
rusaknya at au punahnya hart a wakaf yang tel ah diwakafkan oleh wiqif 
Penggantian harta tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh 
pihak yang mengelola harta wakaf atau ni<;lzir, namun ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi demi terealisasi penggantian it~ baik itu 
penggantian berupa uang ataupun penggantian berupa relokasi tanah. 
Persyaratan tersebut tentunya akan membawa kepada tertib administrasi 
yang dilakukan oleh wiqif dulu ketika mewakafkan hartanya. apakah hart a 
yang mereka wakafkan sudah bersertifikat wakaf at au malah · hanya sebatas 
ucapan belaka dan disaksikan beberapa saksi saja tanpa adanya hitam diatas 
putih. 
Karena secara prosedural baik harta yang sudah berserifikat maupun 
belum bersertifikat sama-sama mendapatkan penggntian, hanya saja 
persyaratan yang harus dipenuhi antara wakaf yang bersertifibt dan harta 
wakafyang tidak bersertifikat berbeda.74 
Harta wakaf yang sudah bersertifikat misalnya dengan hanya 
menunjukakna sertifikat wakaf saja ni<;lzir bisa langsung meminta 
penggantian sesuai apa yang dia inginkan.75 Seperti dijelaskan diatas, 
sertifikat merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan ke absahannya, 
74 Mustofa, Wawancara dengan Nazir yang menUDtut ganti rugi berupa uang, Tanggal 04 Agustus 
2011. 
75 Aschur, Wawncara dengan Nazir yang menUDtukganti rugi berupa re/okasi tanah, tanggal 12 April 
2011 
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karena dengan adanya sertifikat wakaf harta yang akan di wakafkan menjadi 
jelas peruntukannya dan oleh siapa diwakafkan, serta yang paling penting 
lagi mempunyai kekuatan hukum dan juga menghilangkan perselisihan 
tentang status hart a wakaf mana kala wiqiftelah meninggal dunia kelak. 
Sedangkan untuk harta wakaf yang tidak bersertifikat, ada beberapa 
persyaratan yang harus terpenuhi terkait dengan adanya pergantian harta 
wakaf, persyaratan tersebut meliputi : 
a. Berkas tanah lengkap 
b. Petok/Ieter c (berisi tentang luas tanah dan sebagainya) 
c. Kartu keluarga wiqif 
d. KTP wiqi/6 
Persyaratan tersebut harus terpenuhi manakala ni<fzir manginginkan 
penggantian harta wakaf, karena wakaf yang tidak bersertifikat tidak 
memiliki kekuatan hukum lebih-lebih lagi jika ada kejadian tidak terduga. 
seperti halnya bencana lumpur Lapindo sekarang ini. 
Baik persyaratan yang harus terpenuhi oleh harta wakaf yang 
bersertifikat maupun harta wakaf yang tidak bersertifikat diserahkan kepada 
badan pengawas lumpur sidoarjo {BPLS) yang ada disana, agar diproses lebih 
lanjut mengenai penggantian harta wakafnya. 
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Kemudian BPLS atau Badan Pengawas Lumpur Sidoarjo dapat 
mengklarifikasi tentang keabsahan bukti atau syarat yang mereka terima dari 
masing-masing Nazir, sehingga Nazir bisa mendapatkan penggantian harta 
wakaf sesuai dengan apa yang mereka harapkan, baik penggantian berupa 
uang maupun penggantian berupa tanah. 
4) Ketentuan Ganti Rugi Harta Benda Wakaf di Desa Jatirejo Kecamatan 
Porong Kabupatan Sidoarjo 
Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari bapak Muhti Ardi 
Wibowo77, bahwa ketentuan ganti rugi yang diberikan terhadap 6 benda 
wakaf berupa tanah clan bangunan yang nilainya sesuai dengan harta benda 
wakaf yang dilepaskan, yaitu Pondok Pesantren Abill Hasan Asy Syadili 
(Put era dan Puteri), sekolah MI Ma' arif Jatirejo, Masjid Abill hasan Asyadili 
dan rumah Gus Maksum yang terletak di desa Jatirejo yang sekarang 
mendapatkan ganti rugi berupa tanah seluas 4 ha dan bangunan yang masih 
dalam proses pembangunan yang letaknya di desa Anggaswangi, sidoarjo. 
Ketent uan ganti rugi terse but sesuai dengan basil pertemuan antara PT. 
Mlnarak Lapindo Jaya dan keluarga Pondok Pesantren Jatirejo di gedWlg 
Srijaya Surabaya yang tercantum dalam nota kesepakatan sebagai berikut:78 
77 Muhti Ardi Wibowo, Wawancara Dengan Staf Data Center, 27 Juni 2011, Pukil 09.10-09.30 WIB. 
78 Dikutip dari Not a Kesepakatan PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok Jatirejo, Surabaya, 
11 Maret 2010, Pukul 14.00 WIB. 
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I. Mewakafkan tanah +/- 1,5 ha dari keluarga Bakrie kepada Yayasan 
pondok untuk sekolah, masjid, pondok putera-puteri 
2. Mewakafkan tanah +/- 2,5 ha dari keluarga Bakrie kepada yayasan 
pondok untuk rumah keluarga pondok yang menjual bangunan dan rumah 
warga non pondok, segala pengaturan/ pemilikah lahan sesuai 
perunt ukannya diserahkan kepada yayasan pondok 
3. Keluarga Bakrie membangun pondok putera-puteri, sekolah, masjid dan 
rumah Gus Maksum, target penyelesaian pada September 2010 untuk 
rumah Gus Maksum clan pondok putera-puteri 
4. Keluarga Bakrie menyerahkan pengelaolaan pondok kepada yayasan 
5. a. keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik keluarga pondok 
dengan cara pembayaran cicilan dan tanpa melalui proses di BPLS 
b. keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik warga non pondok 
dengan cara p~mbeyaran cicilan dan melalui proses di BPLS. 
Sedangkan ke lima benda wakaf yang lainnya, diantaranya adalah 
Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, 
Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa, pemberian ganti rugi menjadi 
tanggungjawab pemerintah, karena ke empat benda wakaf tersebut 
merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bukan milik perorangan. 
Dari basil wawancara dengan bapak bajuri yang menjabat sebagai Kapokja 
Perlindungan Sosial di BPLS mengatakan bahwa ketentuan ganti rugi 
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terhadap Fasum dan Fasos yang terkena lumpur lapindo mengacu pada 
Peral uran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 
Pasal 45, yang berbunyi: 
Ganti rugi dalam bent uk selain uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (1) hurufb diberikan dalam bentuk: 
a. Tanah dan/atau bangunan pengganti atau pemuldman kembali, sesuai 
yang dikehendald pemilik dan disepakati instansi pemerilltah yang 
memerlukan tanah; 
b. Tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai paling 
kurang sama dengan hart a benda wakaf yang dilepaskan, bagi harts benda 
wakaf) 
c. Recognisi bcrupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang 
bennanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat, untuk tanah ulayat; 
at au 
d Sesuai keputusan pejabat yang berwenang, untuk tanah instansi 
pemerintah atau pemerintah daerah. 
Sedangkan mengenai pelaksanaan ganti rugi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 
Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pasal 49-51 tentang penukaran harta benda 
wakaf 
Pasal 49 
(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali 
dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 
(2) lzin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a.Perubahan harta benda wakaftersebut di gunakan untuk kepentingan umum 
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 
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peraturan perundang undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah; 
b.harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; 
at au 
c.pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsun g dan 
mendesak. 
(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (2), izin 
pertukaran harta benda wakafhanya dapat di berikanjika: 
a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai 
dengan perat uran Perundang-undangan;dan 
b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang kurangnya sama dengan 
hart a benda wakaf semula. 
(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi tim penilai 
yang anggotanya terdiri dari unsure: 
a. Pemerintah daerah kabupaten/kota; 
b. Kantor pertanahan kabupaten/kota; 
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota; 
d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota; 
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. 
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Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 
49 ayat (3) hurufb dihitung sebagai berikut: 
a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang 
kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan 
b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk 
dikembangkan. 
Pasal 51 
Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan di ubah statusnya 
dilakukan sebagai berikut: 
a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui 
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan 
perubahan status/tukar menukar tersebut; 
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan pennohonan tersebut kepada Kantor 
Departemen Agama KK.abupaten/kota; 
c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setelah menerima 
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti 
dalam Pasal 49 ayat ( 4), dan selanjutnya bupati/wali kota setempat 
membuat surat keput usan. 
d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota setelah menerima 
permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada 
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Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya 
meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri;dan 
e. Setdelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti 
dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazhir ke kantor 
pertanahan dan/atau lembaga terkait untulc penclaftaran lebih lanjut. 
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ANALISIS HUK.UM ISLAM TENT ANG KETENTUAN GANTI RUGI 
HART A W AKAF DI DESA JATIRFJO PORONG SIDOARJO 
A Ketentuan Ganti Rugi Barta Benda Wakaf di Desa Iatirejo Porong Sidoarjo 
Sebagaimana dijelaskan dalam bah III, bahwa ketentuan ganti rugi wakaf 
yang terkena dampak lumpur lapindo sebagaimana data yang telah diperoleh 
dilapangan, bahwasanya harta benda wakaf yang ada di Desa jatirejo sebelum 
adanya bencana lumpur lapindo telah berjalan sebagaimana mestinya, yakni 
dapat dipergunakan untuk kebaikan dan manfaatnya dapat dinikmati secara 
um um, baik it u hart a wakaf berupa masjid, mushollah maupun madrasah. 
Namun, harta wakaf yang ada di desa jatirejo sekarang hanya menjadi 
kenangan belaka, karena bencana lumpur lapindo telah membinasakan semua 
hart a benda wakaf yang ada, baik secara substansi maupun manfaat benda wakaf 
itu sendiri. Sehinngga harta benda wakaf rnenjadi harta mati yang tidak dapat 
dif ungsikan lagi. 
Dari wawancara yang dilakukan peneliti di KUA Porong, peneliti 
rnenemukan sekurangnya terdapat 6 harta benda wakaf yang rnenjadi darnpak 
50 
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musibah lumpur Lapindo, baik harta benda wakaf tersebut telah bersertifikat 
maupun belum bersertifikat. 
Jika kita cermati secara seksama, harta wakaf yang menjadi dampak 
lumpur Lapindo tentunya membutuhkan penggantian, itu dimaksudkan agar 
harta wakaf dapat kembali dinikmati dan difungsikan lagi sebagaimana 
mestinya. 
Adanya penggantian harta benda wakaf sendiri dikarenakan tidak 
berfungsinya harta benda wakaf sebagaimana mestinya dikarenakan kerusakan 
yang di akibatkan campur tangan manusia, baik itu kerusakan yang ditimbulkan 
oleh orang lain maupun wiqif sendiri. Penggantian it u dapat berupa- uang yang 
dapat di belanjakan sesuai kebut uhan ataupun relokasi tanah yang nantinya akan 
di bangunkan bangunan yang semisal dengan tujuan awal wakaf. Sehingga 
pahala waqif tidak terhenti dengan fakumnya harta wakaf, Namun bisa terus 
mengalir dengan adanya penggantian itu. 
Adapun mekanisme penggantian hart a benda wakaf yang terkena bencana 
Lumpur Lapindo di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo adalah pembayaran awal (uang 
muka) 20%, sedangkan 80% sisa akan dibayar di kemudian waktu. Proses 
tersebut dirasa proses yang sangat relevan, karena proses pembayaran uang muka 
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20% di awal dan 80% pembayaran sisa kemudian waktu mempunyai kekuatan 
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, yakni Perat uran Presiden Nomor 14 
Tahun 2007 Tentang Skema Pembayaran Ganti Rugi. 79 
Bagi ketentuan ganti rugi yang diberikan berdasarkan pada: Pondok 
Pesantren Abill Hasan Asy Syadili (Putera dan Puteri), sekolah MI Ma'arif 
Jatirejo, Masjid Abill hasan Asyadili dan rwnah Gus Maksum yang terletak di 
desa Jatirejo yang sekarang mendapatkan ganti rugi berupa tanah seluas 4 ha dan 
bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di desa 
Anggaswangi, sidoarjo. Ketentuan ganti rugi tersebut sesuai dengan basil 
pertemuan antara PT. Mlnarak Lapindo Jaya dan keluarga Pondok Pesantren 
Jatirejo di gedung Srijaya Surabaya yang tercantum dalam nota kesepakatan 
sebagai beri kut: 80 
1. Mewakafkan tanah +/- 1,5 ha dari keluarga Bakrie kepada Y ayasan pondok 
unt uk sekolah, masjid, pondok putera-puteri 
2. Mewakafkan tanah +/- 2,5 ha dari keluarga Bakrie kepada yayasan pondok 
untuk rumah keluarga pondok yang menjual bangunan dan rumah warga non 
79 Mustofa, Wawancara Dengan Nadir, Sidoarjo, 5 mei 2011, pukul 18.00-19.00 WIB 
80 Dikutip dari Nota Kesepakatan PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok Jatirejo, Surabaya, 
II Maret 2010, Pukul 14.00 WIB. 
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pondok, segala pengat uran/ pemilikah lahan sesuai perunt ukannya diserahkan 
kepada yayasan pondok 
3. Keluarga Bakrie membangun pondok putera-puteri, sekolah, masjid dan 
rumah Gus Maksum, target penyelesaian pada September 2010 untuk rumah 
Gus Maksum dan pondok putera-puteri 
4. Keluarga Bakrie menyerahkan pengelaolaan pondok kepada yayasan 
5. a. Keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik keluarga pondok dengan 
cara pembayaran cicilan dan tanpa melalui proses di BPLS 
b. Keluarga Bakrie membeli bangunan rumah milik warga non pondok 
dengan cara pembeyaran cicilan dan melalui proses di BPLS. 
Sedangkan ke lima benda wakaf yang lainnya, diantaranya adalah 
Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al Munawarah, 
Mushalla Rahmad, Mushalla At-Taqwa, pemberian ganti rugi menjadi 
tanggungjawab pemerintah, karena ke empat benda wakaf tersebut merupakan 
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bukan milik perorangan. Dari basil 
wawancara dengan bapak bajuri yang menjabat sebagai Kapokja Perlindungan 
Sosial di BPLS mengatakan bahwa ketent uan ganti rugi terhadap Fasum dan 
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Fasos yang terkena lumpur lapindo mengacu pada Peraturan Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 Pasal 45, yang berbunyi: 
Ganti rugi dalam hentuk selain uang sehagaimana dimaksud dalam Pasal 
44 ayat (1) hurufh diberikan dalam bentuk: 
a. Tanah dan/atau bangunan pengganti atau pemuldman kemhali, sesuai yang 
dikehendaki pemilik dan disepakati instansi pemerintah yang memerlukan 
tanah; 
b. Tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai paling 
kurang sama dengan harta henda wakafyang dilepaskan, bagi harta benda 
wakaf; 
c. Recognisi herupa pemhangunan f8silitas umum atau bentuk lain yang 
bennanfaat bagi kescjahteraan- masyarakat setempat, unt uk tanah ulayat;· 
at au 
d Sesuai keputusan pejahat yang berwenang, untuk tanah instansi pemerintah 
atau pemerintah daerah. 
Sedangkan mengenai pelaksanaan ganti rugi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 
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Tahun 2004 tentang wakaf, yait u pasal 49-5 I tentang penukaran harta benda 
wakaf. 
B. Analisis Hukwn Islam tentang Ketentuan Ganti Rugi Harta Wakaf di Desa 
Jatirejo Porong Sidoarjo 
Wakaf adalah salah satu lembaga keuangan islam di samping zakat, infaq 
dan sedekah yang berada di Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat 
menekankan solidaritas sesame manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai 
makhlik Allah swt dan kesamaan tujuan dalam menyembahnya. Salah satu 
manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan. ekonomi dengan tujuan 
membantu sesama manusia dan sesama umat beriman. Dalam al Qur'an surat Al 
Ma'idah ayat 2 dan surat az Zuhruf ayat 32 di jelaskan: 
.!:. 
9)~Tj~ji ~ i;j~ ~j l>~:t\j)T ~ i)j~j 
Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kehajikan dan 
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Artinya: "Dan kami telah meninggikan sebagian mereka alas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian 
yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan ': 
Oleh karena wakaf merupakan amal ibadah yang tidak akan terputus 
pahalanya sekalipun orang yang telah mewakafkan meninggal dunia, dan wakaf 
juga sangat membantu dalam menstabilkan kehidupan bermasyarakat, maka 
selayaknya hart a wakaf tidak sampai punah dan dapat di ambil terus manfaatnya. 
Itu sebabnya, harta wakaf haruslah harta yang tahan lama. Namun, jika harta 
wakaf tersebut karena suatu hal menjadikan harta benda wakaf menjadi punah 
atau using atau tidak dapat lagi di ambil manfaatnya, maka harta benda wakaf 
tersebut dapat di jual ataupun di t ukar dengan hart a yang lebih produktif dan 
lebih mendatangkan manfaat.81 
Ketentuan seperti itu (menjual atau menukar harta wakaf yang usang 
dengan harga yang lebih produktif) diambil karena unsur manfaatnya lebih besar 
daripada membiarkan hart a wakaf tetap ada meskipun dalam keadaan yang tidak 
layak unt uk dipergunakan lagi. 82 
81 Departemen Agama RI, Fildb Wak~ 51. 
82 Faishol Haq, Hukum Wakafdan Perwakafan di Indonesia, 51. 
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Pasal 40 Undang- Undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan 
bahwa dalam kondisi yang bagaimanapun harta benda wakaf tidak dapat 
dialihkan dapat bentuk peralihan yang lain, baik itu peralihan berupa penjualan, 
sitam jaminan ataupun diwariskan. Namun dalam kondisi tertentu harta wakaf 
dapat dialihkan dalam bentuk peralihan yang sesuai manakala harts wakaf tidak 
lagi sesuai dengan tujuan wakaf semula ataupun digunakan untuk kepentingan 
umun dengan izin tertulis dari mentri agama, seperti halnya yang tertera dalam 
pasal 41.83 
Penjualan tanah wakaf ditinjau dari peraturan pemerintah NO. 42 tahun 
2006 tentang pelaksanaan wakaf, maka pelaksanaan penjualan boleh dilakukan 
dengan berbagai ketentuan. Dalam pasal 49 peraturan pemerintah No. 42 tahun 
2006 tentang pelaksanaan wakaf mengharuskan adanya izin tertulis dari mentri 
agama atau pejabat yang ditunjuk.nya melalui prosedur yang sudah ditentukan. 
Sedangkan dalam pasal 50 mengharuskan harta benda penukar harus mempunyai 
nulai jual obyek wakaf yang sama dengan harta semula. Jadi bila bertentangan 
atau tidak mengikuti ketentuan diatas, maka penjualan tersebut batal sendirinya 
demi hukum.84 
83 Departemen Agama K.ANWIL JATIM, Uodang- Uodang No. 41 Tahun 2004 teatang wakaf dan 
£eraturan pemeriota/J no 42 ta/Jun 2006 teotang,pela.ksanaanya, 21-22. 
Ibid, 03-105. 
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Lebih lanjut diatas telah dijelaskan, bahwa asal mula adanya ganti rugi 
harta wakaf adalah karena musibah yang telah ditimbulkan oleh PT Lapindo 
Berantas, yang mana mereka telah melakukan kelalain saat pengeboran sehingga 
berujung pada musibah lumpur tersebut. 
Karena musibah lumpur ini adalah kerusakan yang di timbulkan atau 
turut campur tangannya manusia, maka hal ini tidak sama dengan menjual harta 
wakaf yang di akibatkan harta wakaf tidak berfungsi karena telah using atau 
kurang produktifnya harta wakaf. Namun, harta wakaf tersebut harus diganti 
oleh orang yang telah merusaknya, walaupun orang tersebut adalah wiqif 
sendiri. 
Dalam kasus ini, penggantian yang dimaksud adalah penggantian harta 
wakaf yang. bagaimana yang selayaknya diterima nadzir atas penggantian 
sejumlah uang atau dengan relokasi tanah. Mengingat harta wakaf yang berada 
di desajatirejo keseluruhan adalah harta tidak bergerak berupa tanah. 
Sebehnn menganalisis, akan peneliti paparkan dulu data terkait dengan 
analisis tentang penggantian ini. Yakni tentnang kedudukan harta wakaf. 
Sebagaimana dijelaskan bahwa kedudukan harta wakaf itu menjadi milik Allah, 
namun ada juga yang mengatakan bahwa harta wakaf beralih menjadi milik 
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orang yang menerima wakaf. Ini adalah pendapatnya imam Sayafi'i, golongan 
Syafi'iyah (murid imam Syafi'i) dan imam Hanbali. Sedangkan menurut imam 
Hanafi hart a wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. 
Jadi, penggantian harta wakaf yang diakibatkan musibah lumpur lapindo 
menurut imam syafi'I dan para pengikutnya adalah sebgai berikut: 
1. Manakala kedudukan harta wakaf menjadi milik orang yang menerima 
wakaf, maka penggantiannya adalah dengan sejumlah uang, yang mana uang 
tersebut dapat dia belanjakan sesuai dengan kemauan dia. 
2. Jika hart a wakaf menjadi milik Allah, maka substansi penggantiannya adalah 
dengan uang, Namun uang tersebut ·haruslah di belanjakan sesuai dengan 
harta semula. Dengan kata lain, penggantiannya yaitu menggunakan relokasi 
tanah, karena hart a wakaf semula yakni berupa tanah. 85 
Terlepas dari kedudukan harta wakaf milik siapa, penggantian memang 
harus ada manakala harta wakaf dirusak oleh seseorang, baik kerusakan yang 
ditimbulkan orang lain maupun waqif sendiri. Dan penggantian hart a wakaf itu 
dapat berupa uang ataupun relokasi tanah. 
ss lbnu Imran Al-Umroniy, al-Bayanjuz VIII, 66. 
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Penggantian tersebut juga harus sesuai dengan nilai jual obyek pajak 
(NJOP), artinya penggantian yang diterima nadzir baik itu penggantian berupa 
uang atau penggantian relokasi tanah itu harus sesuai dengan nilai jual obyek 
pajak yang berlaku pada saat itu, dan yang menentukan adanya nilai jual obyek 
pajak adalah mentri pertahanan. 
Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa penjualan tanah wakaf 
yang terjadi di desa jatirejo menurut perspektif undang-undang nomor.41 tahun 
2004 tentang wakaf clan perat uran pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang 
pelaksanaannya adalah di bolehkan dengan ketentuan mendapatkan persetujuan 
atau izin tertulis dari mentri agama serta harta wakaf tidak lagi sesuai dengan 
tujuan awal. Sedangkan jika ditinjau dari penggantiannya, maka penggantian 
yang di terima nadzir, baik penggantian berupa uang atau relokasi tanah sa~a­
sama di betulkan dalam islam. Hal itu di maksudkan agar harta wakaf tetap eksis 
dan tetap memberikan manfaat bagi ketent uan um um, sehingga hart a wakaf yang 
di wakafkan oleh wakif tidak menjadin sia-sia clan wiqif mendapatkan pahala 
yang terus mengalir dari tetapnya harta wakafnya. 
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1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, berdasarkan Nota Kesepakatan 
yang telah di buat oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dan Keluarga Pondok pesantren 
Abil Hasan Asy syadili, yang isinya· berupa ketentuan ganti rugi tanah wakaf yang 
terkena dampak lumpur Lapindo, sekarang sudah mendapatkan ganti rugi berupa 
tanah 4 ha dan bangunan yang masih dalam proses pembangunan yang letaknya di 
Desa Anggaswangi, Sidoarjo. yait u Pondok pesantren Abil hasan Asy syadili (putra 
dan putri), sekolah MI Ma'arif, Masjid Abil Hasan Asy syadili dan rumah Gus 
Maks um. Sedangkan . ke Hrna hart a benda wakaf yang lainnya~ diantaranya 
adalah Masjid Baitur Rahman, Mushalla Al Hidayah, Mushalla Al 
Munawarah, Mushalla Rahmad ,Mushalla At-taqwa, pemberian ganti rugi 
menjadi tanggung jawab pemerintah, karena ke lima benda wakaf tersebut 
merupakan fasilitas um urn dan fasilitas sosial yang ketent uan ganti ruginya 
berdasarkan pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
No. 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
2. Menurut Pandangan hukum Islam ketentuan tersebut telah sesuai karena 
adanya kesepakatan clan unsur kerelaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan, selain itu besarnya harta wakaf yang di terima oleh nazhir 
61 
digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
















digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 
62 
baik berupa uang atau relokasi tanah sama-sama di betulkan dalam islam. 
Hal it u dimaksudkan agar hart a wakaf tetap eksis dan tetap mamberikan 
manfaat bagi ketentuan um um, sehingga hart a wakaf yang di wakafkan oleh 
wakif tidak menjadi sia-sia dan wakif mendapatkan pahala yang terus 
mengalir dari harta wakafnya. 
B. Saran 
1. Kepada PT. Minarak Lapindo dan pihak-pihak yang terkait hendaknya 
bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, karena perbuatan 
mereka telah mengakibatkan bencana lumpur Lapindo yang tidak kunjung 
berhenti sampai sekarang yang telah menelan beberapa inventaris, baik milik 
individu, desa maupun milik umum, tidak terkecuali wakaf. 
2. Dengan adanya ganti rugi harta wakaf baik yang berupa uang maupun 
relok~si tanah, di harapkan mampu memberikan _kontribusi yang terus dapat 
di ambil manfaatnya sesuai dengan tujuan clan peruntukan harta wakaf, 
sehingga wiqif dapat menerima pahalanya secara terus menerus. 
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